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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 113/PMK.06/2019
TENTANG
BALAI LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa ketentuan mengenai Balai Lelang telah diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
160/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang
Balai Lelang;

bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan
kualitas pelayanan lelang serta kinerja Balai Lelang,
perlu menyempurnakan ketentuan mengenai Balai
Lelang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Balai Lelang;
Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28

Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad
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1941:3);Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad
1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Staatsblad 1930:85);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BALAI LELANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk
Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk
melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya
disingkat DJKN adalah wunit Eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan
negara dipisahkan, kekayaan negara lain lain, penilaian,
piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan
Negara.

Direktur Lelang yang selanjutnya disebut Direktur adalah
pejabat unit Eselon II di lingkungan DJKN yang

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
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kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lelang.
Kantor Wilayah DJKN yang selanjutnya disebut Kantor
Wilayah adalah instansi vertikal DJKN yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Jenderal.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang
selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal
DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Perwakilan Balai Lelang yang selanjutnya disebut
Kantor Perwakilan adalah wunit Balai Lelang yang
berkedudukan di luar kota/kabupaten  tempat
kedudukan Balai Lelang yang telah mendapatkan izin
pembukaan Kantor Perwakilan.

Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk
melaksanakan penjualan barang secara lelang.

Pejabat Lelang Kelas I adalah Pegawai Negeri Sipil pada
Kementerian Keuangan yang diangkat sebagai Pejabat
Lelang yang merupakan pejabat umum sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pejabat Lelang Kelas Il adalah Pejabat Lelang swasta yang
berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.
Penjual adalah orang, badan hukum atau badan usaha
atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual
barang secara lelang.

Pembeli adalah orang atau badan hukum atau badan
usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan
disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.
Denda adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang
tertentu kepada negara karena pelanggaran terhadap

ketentuan penyetoran Bea Lelang.
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(2)

(3)

(4)

Pasal 2
Menteri berwenang:
memberikan izin operasional Balai Lelang;

a
b. membekukan izin operasional Balai Lelang;

o

mencabut izin operasional Balai Lelang;

o

menetapkan formasi tempat kedudukan Balai

Lelang;

e. memberikan izin pembukaan Kantor Perwakilan;

f.  memberikan izin pindah alamat; dan

g. melakukan pembinaan dan pengawasan Balai
Lelang.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d dilimpahkan

dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dan huruf f dilimpahkan dalam bentuk mandat

kepada Direktur.

Direktur Jenderal dan Direktur bertanggung jawab

secara substansi atas pelaksanaan mandat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB II
BADAN HUKUM, PERMODALAN, DAN KEPEMILIKAN

Pasal 3

Untuk mendapatkan izin operasional, Balai Lelang harus

didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 4

Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

harus memiliki modal disetor berupa uang paling sedikit:

a.

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Balai
Lelang, yang didirikan di wilayah zona I yang terdiri atas:
1. Provinsi DKI Jakarta;

2. Kota Bekasi;
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Kabupaten Bekasi;
Kota Bogor;
Kabupaten Bogor;
Kota Depok;

Kota Tangerang;

Kota Tangerang Selatan; dan

© ® N o R W

Kabupaten Tangerang,

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi Balai
Lelang yang didirikan di wilayah zona II, yaitu provinsi,
kota dan kabupaten di Pulau Madura dan di Pulau Jawa
di luar zona I; dan

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bagi Balai Lelang
yang didirikan di wilayah zona III, yaitu provinsi, kota,

dan kabupaten di luar zona I dan zona II.

Pasal 5

Balai Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

sahamnya dimiliki oleh:

a. swasta nasional, baik badan hukum atau
perseorangan;

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau

d. patungan swasta nasional, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dan/atau swasta asing,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepemilikan saham oleh swasta asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan paling banyak

49% (empat puluh sembilan persen) dari modal disetor.
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